
KEMENTERIAN TINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAT PENGETOLAAN HUTAN PRODUKSI TESTARI

1.

Yth.
t. Pimpinan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
2, Pirnpinan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
di tempat

SURAT EDARAN
Nomor : sE. Os / lpHpLlppHH/HpL. 3 | s | 2020

TENTANG

PETAKSANMN AUDIT ]AMK JAUH (REMOTE AUDM PENIIXI,AN KINER]A PENGELOI.AAN

HUTAN PRODUIGI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGAUTAS KAYU

latar Belakang
1.1, Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dan Sertifikat Legalitas Kayu (S-

LK) diberikan kepada auditi yang dinyatakan "LULUS'Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

L.2. Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK dilakukan oleh Lembaga Penilai Pengelolaan
Hutan Produki Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK).

1.3. Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK dalam kondisi pandemi COVID-19 dapat
dilaksanakan LP-PHPL dan LVLK sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai surat Komite Akreditasi Nasional (lGN)
Nomor 003/ l(ANl0 4 | 2020 dan No mor 004/ KAN/0 4 I 2020.

Dasar Hukum
2.t. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHlV

Setjen/PHPL.3l3l2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan
Hak.

2.2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Perdirjen PHPL)
Nomor P.L4|PHPL|SET|4|19LG sebagaimana diubah dengan Nomor
P.15/PHPUSET|4|20L6 tentang Standar dan Pedornan Pelaksanaan Penihhn Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

2,3. LAF ID 3:201t, Informative Document for Management of Evtraordinary Event or
Circumstance Affrcting Abs, dBs and &rtified Organitations.

2.4. LAF ID 12:2015, Principls on Remote,4ssssment
2.5. IAF MD 4:2A18, IAF Mandatory bcument for the Use of Information and

Communiation Trchnology (fq for Auditing/Asxsnent Purpres

Maksud dan Tujuan
3.1. Memastikan bahwa kegiatan S-PHPL dan S-LK tetap dapat berjalan untuk memenuhi

kebutuhan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kaidah internasional.

3.2. Memberikan pedoman minimal pelaksanaan audit jarak jauh yang dapat dilakukan oleh
LP-PHPL dan LVLK dalam kondisi pandemi COVID-19.

4. Ruang Lingkup
Lingkup pelaksanaan audit jarak jauh adalah pada kegiatan :

4.1. Penilikan dan Re-Seftifikasi PHPL.
4.2. Penilikan dan Re-SertifikasiVLK Hutan.

2.

3.



5.

4.3. SertlfikaslAwal, Penillkan dsn Re'sertiflhsi VIJ( IndustrilIpffiff'KBffDl/IRryEkspor$r
Non Produsen/Hutan Halc

4,4. Audlt perluasan ruang lingkuP.

PeryanJangan Jatuh Tempo l{asa Penilikan atau Re"cer{ifikaC

5.1. Sertifikat Pengelolaan Hubn Produksi Lestari (S-PHPL) dan Sertifikat Legalitas Kayu
($LR yang jahrh tempo masa penililcn atau masa re-sertifikasi sejak tanggal 18

Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020, dapat diperpanjang sampai dergan tanggal
30 Juni 2020.

5.2. Audit jarak jauh dapat dilaksanakan sejak surat edaran ini diterbitkan sampai dengan
statr.rs kedaruratan COVIF19 dinyatalcan berakhir.

5.3. Hmil audlt Jarak Jauh sebagalmana angka 5,2 dapat.dfadlkan daear penerbitan
oaflftlkat VLK ahu perpanJangan masa berlaku *ttlffkat PHPUVtK sampai
dengan masa berlaku dariserHfikatyarg sudah ditehpkan sebelumnya.

Pdoman Mlnimal pelalcsanaan audit larak lauh adalah :

6.1. Prasyarat

a. Pelakanaan audit jarak jauh wajib tedoneksidengan internet
b. Hanya LP-PHPL dan LVLK ter-akreditasi KAN serta sudah mempunyai pengalamanan

audit lapangan yang dapat melaksanakan audit jarakiauh.
c. LP-PHPL dan LVLK wajib memiliki prosedur pelalaanaan audit jarak jauh.
d. LP-FHPL dan LVLK melakukan mitigasi resiko pelaksanaan audit jarak Jauh dengan

memperhatikan prirsipprinsip kredibilitas S\ILK.

6.2. Pelaksanaan
a. LP-PHPL dan LVLK nembuat rekaman melalui media online (vida anfererrce, dll)

pada setiap pelakanaan rrerifikasi (Pertemuan Pembukaan, Verifikasi Dokumen,
Wawancara, Obervasi Lapangan dan Pettemuan Penutupan).

b. SeUap pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh personil sauai Perdirien PHPL Nomor
P.L4 | PHPV SE'r | 4 | 20 16 jo. Nomor P. 1 s/PH PUsE-r/4/20 1 6.

c. Auditi membuat Pakta Integrihs yang dihndatangani pimpinan perusahaan dan
benreterai, terkait k$enaran data yarg diverifikreiohh auditon.

7. Penutup
7.1, Dengan dibtapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Ph Direkfur lenderal PHPL Nonnr

S.95/PHPVPPHHIHH-3FpA20 hnggal 18 Maret 2020 dinyatakan tidak berlaku'

7.2. Surat Edaran ini berlaku sejak targgal ditetapkan dan sampai dengan stahts
kedaruratan COVID-l9 dinyabkan berakhir.

Demikian untuk rnenjadi perhatian Saudara.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : AB Mei ?020

'u,, Plt. Dkeklur Jendercl,

Dr. Ir. Bambaqg Hendroyono, MM

NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan:
1. Sekretaris Komite Akredihi Nasional;

2. Kepala Dinas Provirui yang membidangi Kehutanan;
3. Kepala Balal Pengelolaan Hutan Produksl Wlayah I - )(VI;
4. Jaringan Pemanbu Indeperden lGhutanan.

6.




